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ABSTRAKSI 

Nama :  Zen Robbie Carla Pesak 

Npm :  1874201064 

Judul   : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Warga 

Masyarakat Di Desa Bukit Jaya Km 27 Kelurahan Loa 

Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara 

Pembimbing :  1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 

2. H. Nainuri Suhadi, S.H.,M.Hum  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa 

tanah di Desa Bukit Jaya, Km 27, Kecamatan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai 

Kartanegara, juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam 

penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai 

Kartanegara  

Peneliti menggunakan metode hukum empiris. Bahan hukum primer dan 

sekunder yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari warga yang mengalami sengketa tanah 

dan pihak kelurahan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, 

sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah di 

Desa Bukit Jaya Km 27 Kecamatan Loa Ipuh Darat terdapat beberapa langkah 

meliputi : 1) pengaduan ke Kelurahan Loa Ipuh Darat, dan 2) pemanggilan pihak 

yang bersengketa, sedangkan proses mediasi terbagi menjadi tiga tahap yakni pra-

mediasi, pelaksanaan mediasi dan hasil akhir mediasi, yang menyatakan telah 

tercapai kesepakatan perdamaian. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara 

terbagi menjadi dua faktor penyebab, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal bersumber dari dalam masyarakat, seperti 1) ketidakpuasan, dan 2) 

keinginan untuk memiliki. Faktor eksternal bersumber dari luar, yakni 

kepentingan ekonomi. Dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan terdapat 

beberapa kendala diantaranya 1) kurang pemahaman hukum terkait kepemilikan, 

dan penguasaan tanah, 2) adanya pihak ketiga, dan 3) SDM yang minim dalam 

penyelesaian sengketa 

 

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediasi, Kelurahan Loa Ipuh Darat 
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ABSTRACT 

Nama :  Zen Robbie Carla Pesak 

Npm :  1874201064 

Judul   : Land Dispute Resolution Between residents in Bukit 

Jaya Village, Km 27 Loa Ipuh Darat Subdistrict, Kutai 

Kartanegara Regency 

Pembimbing :  1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 

2. H. Nainuri Suhadi, S.H.,M.Hum  

 

This study aims to describe the land dispute resolution process in Bukit Jaya 

Village, Km 27, Loa Ipuh Darat District, Kutai Kartanegara Regency. It also aims 

to identify the obstacles faced in resolving land disputes in Loa Ipuh Darat 

Village, Kutai Kartanegara Regency. 

The researcher used an empirical legal method. The primary and secondary 

legal materials obtained were analyzed using qualitative descriptive analysis 

techniques. The study population consisted of residents experiencing land disputes 

and the village government. Primary data were collected through questionnaires 

and interviews, while secondary data were collected through literature review. 

The results of the study indicate that the process of resolving land disputes in 

Bukit Jaya Village, Km 27, Loa Ipuh Darat District, consists of several steps, 

including: 1) filing a complaint with the Loa Ipuh Darat Subdistrict, and 2) 

summoning the disputing parties. The mediation process is divided into three 

stages, namely pre-mediation, implementation of mediation, and the final result of 

mediation, which states that a peace agreement has been reached. The obstacles 

faced in resolving land disputes in Loa Ipuh Darat Subdistrict, Kutai Kartanegara 

Regency are divided into two causal factors, namely internal and external factors. 

Internal factors originate from within the community, such as 1) dissatisfaction, 

and 2) the desire to own. External factors originate from outside, namely 

economic interests. In the process of resolving land disputes, there are several 

obstacles, including 1) lack of legal understanding regarding ownership and 

control of land, 2) the presence of third parties, and 3) minimal human resources 

in dispute resolution. 

 

Keywords: Land Dispute Resolution, Mediation, Loa Ipuh Darat Subdistrict 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, 

karena pada dasarnya manusia saling bergantung antara satu dengan yang 

lainnya. Setiap manusia cenderung berkomunikasi, berinteraksi, dan 

bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa 

saling terikat satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam 

masyarakat. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial mendorong 

terbentuknya hukum, aturan perilaku, dan kerjasama dalam kelompok yang 

lebih besar. 

Sebagai negara yang diperintah secara hukum, Indonesia menggunakan 

hukum sebagai alat kontrol sosial. Kondisi sosial ekonomi negara ini telah 

dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang pesat, dan 

distribusi lahan yang tidak merata dan tidak memadai untuk produksi telah 

menyebabkan beberapa orang merampas atau menguasai tanah atau properti 

orang lain.1 

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," 

Demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

                                                             
1  Indah Sari, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia 

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” Jurnal Mitra Manajemen 9, no. 1 (2020): 15–

33, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492. 
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Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, tanah dikelola dan 

dimanfaatkan seefisien mungkin, baik untuk generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang. Meskipun masyarakat memiliki kehidupan 

bersosial, namun sengketa tanah antar warga masyarakat merupakan hal yang 

umum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan, kepentingan, dan 

tuntutan kehidupan sehari-hari yang terus meningkat. Untuk mencegah terkait 

masalah atau sengketa, pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, yang sering 

disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa tanah 

dikuasai oleh negara. 

Dalam hal ini, setiap pemilik tanah wajib mendaftarkan tanahnya agar 

pendaftaran menghasilkan sertifikat kepemilikan yang menjamin pemilik hak 

atas tanah dapat digunakan sepenuhnya serta mencegah perselisihan terutama 

dalam hal sengketa tanah. Pendaftaran tanah didefinisikan sebagai berikut 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:  

Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara terus-

menerus, berkesinambungan, dan teratur, seperti pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik dan hukum mengenai 

bidang tanah dan satuan rumah susun dalam bentuk peta dan daftar, serta 

pemberian sertifikat hak atas tanah yang telah ada, hak milik atas satuan 

rumah susun, dan hak-hak tertentu yang membebaninya.2 

 

Walaupun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, praktik pendaftaran/sertifikasi tanah masih banyak yang belum 

mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut. Sebagian besar masyarakat 

                                                             
2 Santoso Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenamedia Grup, 

Jakarta,hal.13 
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secara curang menduduki tanah yang bukan miliknya. Akibatnya, sengketa 

tanah terjadi di masyarakat Indonesia akibat tindakan oknum-oknum yang 

lalai dan melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus 

orang yang menggunakan atau menikmati tanah orang lain tanpa izin, baik 

secara sengaja maupun tidakdi sengaja. 

Sengketa tanah pada dasarnya tidak pernah mereda, bahkan permasaahan 

mengenai pertanahan cenderung memburuk seiring perubahan faktor sosial, 

politik, dan ekonomi. Penanganan yang sistematis sangat penting mengingat 

semakin banyaknya permasalahan terkait tanah di masyarakat.3 

Pada hakikatnya semua permasalahan membutuhkan penyelesaian yang 

komprehensif dan adil bagi semua pihak. Para pihak memiliki dua pilihan 

untuk menyelesaikan sengketa tanah seperti non-litigasi (di luar pengadilan) 

dan litigasi (di pengadilan). Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga 

penegak hukum yang berwenang dikenal sebagai litigasi. Sedangkan non-

litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan berbagai cara tanpa 

melibatkan proses peradilan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

yang juga disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Metode 

penyelesaian sengketa ini merupakan gagasan penyelesaian perselisihan atau 

konflik yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama (win-win solution) 

melalui kesepakatan atau penyelesaian.4  

 

Dalam hal ini, Penyelesaian perkara pertanahan melalui pengadilan 

memiliki banyak kelemahan, seperti prosedur yang memakan waktu, mahal, 

                                                             
3 Iping. B., & Patmawanti, B. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah: 

Jurnal Panorama Hukum, 6(2), 139-153. 
4 Nufus, S., & Yusar, M. (2023). Analisis yuridis peranan kepala desa selaku mediator 

dalam sengketa tanah masyarakat. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 227-235. 
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dan rumit, penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan 

dibandingkan litigasi di pengadilan karena penyelesaiannya dapat 

diselesaikan dengan cepat, murah, dan cepat. Sehingga kebanyakan 

masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui 

non-litigasi seperti jalur mediasi antar kedua belah pihak yang di fasilitasi 

oleh kelurahan. Kepala Lurah berperan penting sebagai mediator atau juru 

penengah yang bersifat netral, untuk itu agar terselesaikannya permasalahan 

sengketa pertanahan dalam mencapai kesepakatan tergantung dari kedua 

belah pihak.  

Sesuai dengan budaya Indonesia, mediasi menjunjung tinggi konsep 

musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, mediasi sebaiknya digunakan 

sesering mungkin dalam semua prosedur penyelesaian sengketa tanah. Alasan 

utama mengapa mediasi lebih disukai daripada litigasi sebagai prosedur 

penyelesaian sengketa adalah karena biayanya yang lebih murah 

dibandingkan dengan litigasi yang berperkara melalui peradilan. 5  Namun 

kelebihan dari litigasi yaitu memiliki kekuatan hukum dengan bantuan 

lembaga resmi. 

Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan yang berkaitan dengan 

sengketa pertanahan tersebut seperti yang terjadi di Desa Bukit Jaya Km 27 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2022 

konflik berawal ketika melibatkan pemilik tanah pertama yang bernama 

Bapak Daik dan pembeli tanah kedua yang bernama Bapak Safrudin, 

                                                             
5  Efa Laela Fakhriana dan Sherly Ayuna Putri, 2020, hlm. 105. 



5 
 

 
 

sebelumnya pemilik tanah pertama bernama Bapak Daik menjual tanah 

miliknya kepada pembeli pertama bernama Bapak Suhaimi dengan perjanjian 

jual beli yang telah disepakati, kemudian Bapak Suhaimi pemilik tanah yang 

baru menjual kembali tanah yang telah dibeli kepada Bapak Safrudin dengan 

Luas tanah 24937 meter persegi, dengan biaya dan cara pembayaran telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

Seiring berjalannya waktu diketahui bahwa pemilik pertama bernama 

Bapak Daik melakukan penyerobotan tanah kepada Pemilik yang baru 

bernama Bapak Safrudin dengan mengeruk tanah panjang sekitar 100 meter 

dan lebar 43 meter persegi. Hal ini disebabkan karena Bapak Daik merasa 

rugi sebab dulu ketika menjual tanah kepada Bapak Suhaimi dengan harga 

murah, sehingga dapat dikatakan Bapak Daik tidak memiliki hak atas tanah 

tersebut karena ia telah melanggar hak milik Bapak Safrudin. Oleh sebab itu 

pemilik tanah merasa dirugikan sehingga menimbulkan sengketa pertanahan 

antar warga.   

Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kasus tersebut dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar 

Warga Masyarakat Di Desa Bukit Jaya Km 27 Kelurahan Loa Ipuh 

Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara”  

 

B. Rumusan Masalah 

Uraian di atas memungkinkan identifikasi dan perumusan masalah-

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Bukit Jaya 

Km 27 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan 

di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan utama yang telah disebutkan, berikut 

adalah tujuan dari penelitian ini: 

1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan di Desa 

Bukit Jaya Km 27 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 

2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai 

Kartanegara? 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Data 

penelitian digunakan sebagai bahan analisis dengan pendekatan empiris 

untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Studi lapangan 

langsung dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum 
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empiris. 6  Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah : 

a. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pengamatan yang 

mendalam. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan sesuai dengan jenis penelitian, 

dalam hal ini sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber primer disebut 

data primer. Data asli atau data segar dan terkini adalah sebutan lain 

untuk data primer.7 Data ini di cari oleh penulis melalui responden 

yaitu, mereka yang menjadi subjek penelitian atau sumber data 

digunakan sebagai cara penulis mengumpulkan informasi ini. Untuk 

lebih memahami kesulitan yang dibahas, penulis dalam hal ini 

menggunakan studi lapangan langsung sebagai bukti pendukung. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan antara 

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 

 

                                                             
6 Nurul Qamar (Eds), Metode Penelitian Hukum (Makassar: CV. Social Politic Genius 

(SIGn), 2017). 
7  H.Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2012). 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 

1) Teknik Pengumpulan Data Primer (Data Lapangan) 

Pengumpulan data primer berarti melakukan penelitian secara 

langsung ke lapangan terhadap subjek dengan menggunakan cara: 

Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. 

Dalam hal ini menggunakan kuesioner terbuka agar responden dapat 

menjawab pertanyaan dengan kalimat sendiri. 

 

Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung, 

akhirnya bisa ditemui jawab atas suatu judul yang diharapankan bisa 

memberi data yang kuat.  

 

2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Studi Kepustakaan  

Dipergunakan supaya mengumpulkan data sekunder, meneliti 

teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan pokok 

maupun untuk mendapatkan pikiran teori yang sesuai topik 

penelitian. 
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4. Populasi dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam 

proses penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Bukit Jaya Km 27 

Kelurahan Loa Ipuh Darat. Sedangkan teknik sampel yang digunakan 

(purposive sampling), yaitu yang ditujukan kepada pihak yang terkait 

dalam penanganan perkara.  

 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini data-data yang peneliti peroleh kemudian akan 

dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat 

deskriptif untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas melalui 

kata-kata.  

Walaupun jenis penelitian ini juga digunakan dalam penelitian ilmu 

eksakta. Karena itu pembicaraan mengenai metode penelitian deskriptif 

akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang 

dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah-

masalah sosial.8 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran mengenai isi skripsi 

yang akan di tulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab 

dengan perincian sebagai berikut: 

                                                             
8  M.H. Soejono, S.H., Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003). 
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BAB I :   Pendahuluan 

Pada BAB I menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang 

diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : Landasan Teori Dan Faktual Tentang Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat Di Desa 

Bukit Jaya Km 27 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten 

Kutai Kartanegara 

A. Landasan Teori 

Dalam bab ini menguraikan teori penulis yang akan digunakan untuk 

menjawab permasalahan dalam penulisan ini, Landasan Teori yang 

diuraikan oleh yakni: Teori berdasarkan ahli, Undang-undang Pokok 

Agraria, Peraturan Pemerintah. 

 

B. Landasan Faktual.  

Dalam penulisan ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang 

dilakukan secara langsung untuk menjawab dari beberapa rumusan 

masalah yang dikemukakan pada BAB I. 

 

BAB III :  Pembahasan Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Antar Warga Masyarakat Di Desa Bukit Jaya Km 27 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara 
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Pada bab ini penulis melakukan pembahasan terkait hasil penelitian yang 

telah dipaparkan, sehingga penulis bisa menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Proses penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Bukit Jaya Km 27 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

b. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

BAB IV :  Penutup 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab 

sebelumnya sekaligus saran penulis berisi beberapa masukan yang 

diharapkan menjadi pertimbangan bagi para pihak.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG 

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTAR WARGA 

MASYARAKAT DI DESA BUKIT JAYA KM 27 KELURAHAN LOA 

IPUH DARAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sengketa Tanah 

Dalam ranah hukum, sengketa tanah dapat didefinisikan sebagai 

masalah antara dua orang atau lebih, yang masing-masing 

memperebutkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi karena 

kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, yang 

kemudian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.1 

M$e$nurut Pe$raturan M$e$nte$ri Agraria dan Tata Ruang/Ke$pala Badan 

Pe$rtanahan Nasional Nom$or 21 Tahun 2020 Te$ntang Pe$nanganan dan 

Pe$nye$le$sasian Kasus Pe$rtanahan, yang nam$anya se$ngke$ta tanah atau 

yang se$lanjutnya dise$but se$ngke$ta adalah pe$rse$lisihan tanah antara orang 

pe$rse$orangan, badan hukum$ atau le$m$baga yang tidak be$rdam$pak luas. 

Am$riani Nurnaningsih m$e$nyatakan “Se$ngke$ta adalah pe$rse$lisihan 

yang te$rjadi antara pihak-pihak dalam$ pe$rjanjian kare$na adanya 

wanpre$stasi yang dilakukan ole$h salah satu pihak dalam$ pe$rjanjian.”2 

                                                             
1  Bernard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 48. 
2  Nurmaninisih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di 

Pengadilan (Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada, 2012), hlm. 13. 
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Te$rjadinya pe$rsinggungan antara m$anusia m$aupun badan hukum$, baik 

dalam$ be$ntuk hubungan antar pribadi m$aupun transaksi bisnis dapat 

m$e$nim$bulkan re$aksi. Pe$rsinggungan te$rse$but dapat m$e$nim$bulkan re$aksi 

positif, yaitu re$aksi yang tidak m$e$ngakibatkan ke$rugian bagi para pihak 

ataupun re$aksi ne$gative$, yaitu re$aksi yang m$e$ngakibatkan ke$rugian bagi 

salah satu pihak se$hingga m$e$nye$babkan te$rjadinya se$ngke$ta. 3  Ole$h 

kare$na itu, se$ngke$ta adalah situasi yang m$e$nunjukkan adanya pe$rbe$daan 

pe$ndapat atau pandangan yang be$rbe$da te$rhadap suatu hal antara dua 

pihak atau le$bih.  

Dalam$ ruang lingkup agraria, tanah m$e$rupakan bagian dari bum$i yang 

dise$but pe$rm$ukaan bum$i se$bagaim$ana diatur dalam$ pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah dibe $rikan ke$pada dan 

dipunyai ole$h orang-orang de$ngan hak-hak yang dise$diakan ole $h 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan dan 

dim$anfaatkan. 4  Kasus-kasus yang m$e$nyangkut se$ngke$ta dibidang 

pe$rtanahan dapat dikatakan tidak pe$rnah surut. Bahkan m$e$m$punyai 

ke$ce$nde$rungan m$e$ningkat dan kom$ple$ks pe$rm$asalahannya m$aupun 

dinam$ika dibidang e$konom$i, sosial dan politik. Tanah dipandang 

m$asyarakat se$bagai ase$t be$rharga de$ngan nilai jual ke$m$bali yang tinggi 

dan se$bagai alat inve$stasi. Tanah m$e$rupakan sum$be$r daya yang e$se$nsial 

dan tak te$rnilai bagi ke$be$radaan m$anusia. Pada dasarnya, tanah m$e$m$iliki 

                                                             
3 Jimmy Jose Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase, Cet Ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2011),hlm.1. 
4  Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta : kencana, 2017), hlm.9. 
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dua fungsi pe$rtam$a produktif, yang be$rarti m$e$m$iliki nilai e$konom$i, 

se$dangkan yang ke$dua se$bagai fungsi e$kologis. 

M$e$nurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA ) pasal 4 be $rbunyi : 

Atas dasar hak m$e$nguasai dari ne$gara se$bagaim$ana yang dim$aksud 

dalam$ Pasal 2 dite$ntukan adanya m$acam$-m$acam$ hak atas pe$rm$ukaan 

bum$i yang dise$but tanah, yang dapat dibe$rikan dan dipunyai ole$h orang, 

baik se$ndiri m$aupun be$rsam$a-sam$a de$ngan orang lain se$rta badan 

hukum$.5 

 

Sengketa tanah sering kali muncul dalam peralihan tanah, seperti jual 

beli tanah, warisan, hibah, atau tindakan hukum lainnya yang berkaitan 

langsung dengan tanah. Sengketa-sengketa ini umumnya hanya 

berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung. Sengketa tanah 

dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, atau sengketa 

pidana terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, jaminan, 

pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. 

Be$rdasarkan pe$nge$rtian se$ngke$ta tanah, se$bagaim$ana dim$aksud 

Pe$raturan M$e$nte$ri Ne$gara Agraria/Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasional 

Nom$or 1 Tahun 1999 bahwa se$be$tulnya se$ngke$ta pe$rtanahan dapat 

diklasifikasikan m$e$nge$nai substansi atau pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta. 

M$aka se$ngke$ta pe$rtanahan m$e$nyangkut hal-hal yang be$rkaitan de$ngan: 

1. Penguasaan, pemilikan dan penggunaannya 

2. Prosedur dan syarat-syarat dalam pemberian hak atas tanah 

3. Prosedur dan syarat-syarat dalam penerbitan tanda bukti hak 

termasuk peralihan haknya. 

                                                             
5  Muh.Fajri Nurahmin,dkk, Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat 

Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 04, 

No.06, 2021, Hlm. 331. 
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Se$ngke$ta lahan di e$ra saat ini didorong ole$h tingginya pe$rm$intaan 

te$rhadap tanah, se$m$e$ntara ke$te$rse$diaan tanah se$m$akin te$rbatas. Hal ini 

m$e$nciptakan tantangan baru dalam$ m$e$ningkatkan pe$nge$lolaan dan 

pe$m$anfaatan tanah de$m$i m$e$njam$in ke$se$jahte$raan m$asyarakat dan 

kepastian hukum. Se$cara garis besar, permasalahan mengenai sengketa 

tanah dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni6: 

1. Sengketa penggarapan tanah rakyat seperti areal kehutanan, 

perkebunan, dan lain-lain 

2. Masalah yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan tentang 

landrefrom 

3. Akses-akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan 

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah 

 

Be$rdasarkan uraian di atas, se$ngke$ta pe$rtanahan pada dasarnya adalah 

pe$rm$asalahan pe$rtanahan yang tim$bul antara m$asyarakat, baik 

m$asyarakat de$ngan badan hukum$, m$asyarakat de$ngan orang lain, dan 

se$bagainya. M$ata pe$ncaharian m$asyarakat sangat te$rdam$pak ole $h 

se$ngke$ta pe$rtanahan. Hal ini dise$babkan kare$na m$e$ningkatnya jum$lah 

se$ngke$ta pe$rtanahan akibat m$e$ningkatnya pe$rm$intaan tanah. Ole$h kare$na 

itu, upaya pe$nye$le$saian yang diam$anatkan ne$gara dicontohkan ole $h 

pe$raturan pe$rundang-undangan baik non-litigasi m$aupun litigasi, 

                                                             
6  Wita Sari Peranginangin,”Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat 

Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional”, Widya Yuridika:Jurnal Hukum, Volume 5, 

Nomor 1 (2022), Hlm. 192 
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dipe$rlukan untuk m$e$ngatur dan m$e$nangani se$gala pe$rm$asalahan, 

te$rutam$a yang be$rkaitan de$ngan se$ngke$ta pe$rtanahan dalam$ m$asyarakat. 

 

2. Penguasaan/Pemilikan Tanah 

Kepemilikan didefinisikan sebagai kepemilikan perdata. Dalam hal 

ini, kepemilikan tanah adalah hubungan hukum antara seseorang, 

sekelompok orang, atau badan hukum tertentu dengan sebidang tanah 

tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. 

Kepemilikan dan penguasaan tanah merupakan faktor penting dalam 

pemberian atau pengesahan hak atas tanah oleh penguasa kepada 

seseorang yang secara nyata/fisik menguasai tanah tersebut dengan itikad 

baik. Kepemilikan tanah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:7 

1) Tanah yang dikuasai dibawah hak adat (hukum adat) dan, 

2) Tanah-tanah yang dikuasai dengan atas hak lainnya 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional, bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan secara rasional, regional, dan sektoral. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional menjalankan fungsi 

pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. 

                                                             
7 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia. (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 7 
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Te$rjadinya se$ngke$ta tanah se$ringkali kare$na ke$pe$m$ilikan yang tidak 

je$las ataupun ke$pe$m$ilikan yang je$las. M$e$ngingat pe$ntingnya tanah 

dalam$ m$asyarakat, baik untuk ke$langsungan hidup, te$m$pat tinggal, 

m$aupun m$e$ningkatnya nilai tanah, tidak m$e$nghe$rankan jika tanah dapat 

m$e$njadi sum$be$r m$asalah atau se$ngke$ta dalam$ lingkungan m$asyarakat. 

Se$tiap ke$pe$m$ilikan suatu be$nda harus dile$ngkapi de$ngan tanda bukti atas 

ke$pe$m$ilikan, te$rm$asuk juga de$ngan ke$pe$m$ilikan tanah harus dile $ngkapi 

de$ngan alat bukti. Alat bukti ke$pe$m$ilikan tanah dapat be$rupa:8 

a. Se$rtifikat, yaitu surat tanda bukti hak atas tanah yang di dalam$nya 

te$rcantum$ data fisik dan data yuridis yang diakui ke$be$narannya se$lam$a 

tidak dapat dibuktikan se$baliknya.  

b. Akta tanah yaitu surat tanda bukti be$risi ke$te$rangan ke$pe$m$ilikan tanah 

yang dibuat m$e$nurut pe$raturan yang be$rlaku, disaksikan dan disahkan 

ole$h pe$jabat yang be$rwe$nang. Pe$jabat yang be$rwe$nang yang 

dim$aksudadalah PPAT (Pe$jabat Pe$m$buat Akta Tanah) atau cam$at 

se$bagai PPAT se$m$e$ntara.  

c. Girik yaitu surat pe$rtanahan yang m$e$nunjukkan pe$nguasaan lahan 

untuk ke$pe$rluan pajak. Data girik te$rdaftar pada kantor 

Ke$lurahan/De$sa dan Kantor Pajak, te$tapi tidak te$rdaftar pada kantor 

Ke$m$e$nte$rian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pe$rtanahan Nasional.  

d. Le$tte$r C (buku huruf C) m$e$rupakan bukti ke$pe$m$ilikan tanah yang 

dicatat pada data tanah yang be$rada di kantor De$sa/Ke$lurahan. Le$tte$r 

                                                             
8 Mudakir Iskandar, Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah, 

Bhuana Ilmu Poluler Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 51. 
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C m$e$m$uat data tanah te$tapi tidak le$ngkap, dan te$rdapat pula se$jarah 

pe$ralihan hak te$rhadap tanah te$rse$but. Le$tte$r C m$e$rupakan bukti pajak 

atas tanah pada zam$an Be$landa, te$tapi sam$pai se$karang m$asih ada 

yang m$e$njadikannya se$bagai bukti ke$pe$m$ilikan tanah.  

e. Kwitansi yaitu surat yang dibuat dan dise $pakati be$rsam$a ole$h para 

pihak yang be$rsangkutan de$ngan ditanda tangani se$rta dibubuhi 

m$ate$rai se$cukupnya. 

 

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Se$ngke$ta tanah be$lakangan ini m$e$ncuat di m$asyarakat dalam$ be$rbagai 

be$ntuk. Prose$s pe$nye$le$saian se$ngke$ta m$e$libatkan be$rbagai pihak, 

te$rm$asuk pe$m$e$rintah dan le$m$baga se$pe$rti le$m$baga swadaya m$asyarakat. 

Nam$un, prose$dur pe$nye$le$saian se$ngke$ta se$ringkali m$e$ne$m$ui jalan buntu, 

yang justru m$e$m$buat m$asalah be$rlarut-larut. Dalam$ hal ini, pe$m$e$rintah 

te$lah m$e$nye$diakan dua jalur untuk pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah yaitu: 

a. Penyelesaian secara litigasi (Peradilan) 

Litigasi adalah prose$dur pe$nye$le$saian se$ngke$ta dalam$ konte$ks 

prose$s pe$radilan dim$ana hakim$ m$e$njalankan ke$kuasaan untuk 

m$e$ngatur dan m$e$ngam$bil ke$putusan. Hakim$ wajib m$e$nggali, 

m$e$ngikuti, dan m$e$m$aham$i nilai-nilai hukum$ dan rasa ke$adilan yang 

hidup dalam$ m$asyarakat.9 

                                                             
9  Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis.”Tinjauan Hukum Terhadap 

Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah dalan Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar” 

Iqtishaduna Vol.1,No.4 (Juli 2020).h.209.  
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Pe$nye$le$saian se$ngke$ta se$cara litigasi (pe$ngadilan) diatur se$cara 

te$rpe$rinci m$e$nurut siste$m$ hukum$ dan asas-asas hukum$ pe$radilan 

dalam$ suatu ne$gara hukum$ dan hukum$ acaranya. Tingkat 

pe$m$e$riksaan di tingkat pe$rtam$a, tingkat banding, dan tingkat kasasi 

se$rta upaya hukum$ luar biasa m$e$lalui pe$ninjauan ke$m$bali. 10 

Dalam$ hal ini, pe$ngadilan be$rfungsi se$bagai pe$laksana ke$kuasaan 

ke$hakim$an, de$ngan tugas utam$a m$e$ne$rim$a, m$e$m$e$riksa, m$e$ngadili, 

dan m$e$nye$le$saikan se$tiap se$ngke$ta yang diajukan dalam$ rangka 

m$e$ne$gakkan hukum$ dan ke$adilan.  

Dapat disim$pulkan bahwa penyelesaian se$ngke$ta tanah m$e$lalui 

jalur pe$ngadilan, te$ntu saja putusan pe$ngadilan yang be$rke$kuatan 

hukum$ te$tap dan final, se$hingga te$rciptanya ke$pastian 

hukum$ de$ngan pihak yang m$e$nang atau kalah. Se$hubungan de$ngan 

hal te$rse$but, untuk m$e$wujudkan ke$pastian hukum$ yang diam$anatkan 

Undang-undang (UU) Nom$or 5 Tahun 1960 te$ntang Pe$raturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, m$aka se$ngke$ta pe$rtanahan te$rse$but dapat 

dise$le$saikan se$cara litigasi yang dilakukan m$e$lalui Pe$ngadilan. 

 

b. Penyelesaian secara non litigasi (luar pengadilan) 

Alte$rnatif pe$nye$le$saian se$ngke$ta se$cara non-litigasi se$bagaim$ana 

yang dim$aksud dalam$ UU Nom$or 30 Tahun 1999 te$ntang 

Arbitrase$ dan Alte$rnatif Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta dan. Pe$raturan 

                                                             
10 Helmi, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Mediasi”(Jurnal Ilmiah, 2018) 
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M$e$nte$ri Agraria Dan Tata Ruang/ Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Re$publik Indone$sia Nom$or 21 Tahun 2020 Te$ntang 

Pe$nanganan Dan Pe$nye$le$saian Kasus Pe$rtanahan. Pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta yang dilakukan di luar pe$ngadilan jalur non-litigasi dapat 

dite$m$puh m$e$lalui : 

a)  Arbitrase$ 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nom$or 30 Tahun 1999 

te$ntang Arbitrase$ dan alte$rnatif Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta 

m$e$ne$tapkan bahwa arbitrase$ (arbite$r) adalah cara pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta pe$rdata di luar pe$ngadilan um$um$ be$rdasarkan 

ke$se$pakatan arbitrase$ te$rtulis antara para pihak. 11 

Arbitrase$ ialah se$rangkaian aturan pe$nye$le$saian se$ngke$ta untuk 

m$e$ncapai hasil yang spe$sifik, final, dan m$e$ngikat. Se$hingga 

adanya ke$we$nangan untuk m$e$nye$le$saikan se$suatu m$e$nurut 

hukum$ atau pe$rdam$aian m$e$lalui se$orang arbite$r yang ditunjuk. 

Be$be$rapa hal yang pe$rlu dipe$rhatikan dalam$ m$e$m$ilih 

alte$rnatif arbitrase$ antara lain pe$ne$ntuan se$ngke$ta pe$rtanahan 

apa saja yang dapat dise$rahkan pe$nye$le$saiannya pada arbite$r, 

pe$ne$ntuan te$ntang siapa yang be$rhak m$e$njadi arbite$r, 

pe$ne$ntuan sifat ke$putusan yang se$baiknya be$rsifat final dan 

tidak dapat dim$intakan banding.12 

                                                             
11 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: 

Indonesia Telaga ilmu, 2009), h.73. 
12 Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok 

Agraria, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018) 
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Be$rdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nom$or 30 

Tahun 1999 m$e$rupakan suatu ke$m$ungkinan atau cara lain 

dalam$ m$e$nye$le$saikan suatu se$ngke$ta di luar pe$radilan um$um$, 

baik se$cara adjukasi (arbitrase$) dan non-adjukasi (alte$rnatif 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta). Arbitrase$ adalah cara pe$nye$le$saian 

suatu se$ngke$ta pe$rdata di luar pe$radilan um$um$ yang didasarkan 

pada “pe$rjanjian arbitrase$” (suatu ke$se$pakatan klausula 

arbitrase$ yang te$rcantum$ dalam$ suatu pe$rjanjian te$rtulis yang 

dibuat para pihak se$be$lum$ tim$bul se$ngke$ta, atau suatu 

pe$rjanjian arbitrase$ te$rse$ndiri yang dibuat para pihak se$te$lah 

tim$bul se$ngke$ta) yang dibuat se$cara te$rtulis ole$h para pihak 

yang be$rse$ngke$ta.13 

Dari pe$nje$lasan diatas bahwa Arbitrase$ te$ntunya digunakan 

untuk m$e$m$pre$diksi m$unculnya atau be$rke$m$bangnya m$asalah 

yang tidak dapat dise$le$saikan m$e$lalui ne$gosiasi/konsultasi atau 

pihak ke$tiga, dan m$e$nce$gah prose$s pe$nye$le$saian se$ngke$ta 

m$e$lalui le $m$baga pe$radilan yang m$e$m$akan waktu dan biaya. 

b)  Ne$gosiasi 

Tidak ada prose$s yang pasti untuk ne$gosiasi; se$baliknya, 

para pihak yang be$rse$ngke$ta m$e$nye$pakati prose$s dan 

m$e$kanism$e$nya. Ne$gosiasi adalah cara bagi para pihak yang 

be$rse$ngke$ta untuk m$e$ne$gosiasikan pe$nye$le$saian tanpa cam$pur 

                                                             
13 Desriza Ratman, Mediasi Non Litiasi Terhadap Sengketa Medik Denian Konsep 

Win-Win Soluton (Jakarta : PT Elex Media  Komputndo, 2012), hlm. 97. 
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tangan pihak ke$tiga se$bagai m$e$diator. 14  Pe$nde$katan paling 

se$de$rhana dan paling m$urah untuk m$e$nye$le$saikan pe$rse$lisihan 

adalah m$e$lalui ne$gosiasi, nam$un pihak yang be$rse$lisih se$ring 

kali gagal dalam$ diskusi kare$na m$e$re$ka tidak be$rpe$ngalam$an 

dalam$ strate$gi ne$gosiasi. 

c) Konsultasi  

Salah satu cara untuk m$e$nde$finisikan konsultasi adalah 

se$bagai inte$raksi "pribadi" antara klie$n dan konsultan, di m$ana 

konsultan m$e$nawarkan pe$ndapatnya ke$pada klie$n be$rdasarkan 

ke$inginan dan spe$sifikasi pe$langgan.15 

De$finisi lain dari konsultasi adalah pe$rte$m$uan dua orang atau 

le$bih untuk m$e$m$bahas m$asalah yang dianggap signifikan dan 

be$ke$rjasam$a m$e$ne$m$ukan atau m$e$ndapatkan solusi. Nasihat 

hukum$ yang dim$inta ole$h pihak yang be$rse$ngke$ta dibe$rikan 

se$lam$a konsultasi, dan para pihak m$e$nggunakan nasihat untuk 

m$e$m$utuskan cara m$e$nye$le$saikan m$asalah te$rse$but. 

d) Konsiliasi 

Konsiliasi m$e$rujuk pada prose$s pe$nye$le$saian pe$rse$lisihan 

de$ngan pihak ke$tiga, se$orang konsiliator yang m$e$ngam$bil 

inisiatif untuk m$e$nyusun dan m$e$ne$tapkan prose$s pe$nye$le$saian 

                                                             
14 Achmad Romsan, Alternaive Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di 

Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi, (Malang: Setara Press, 2016), 19. 
15  Agus yudho Hermoko, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil, Laksbang 

Mediatma, Yogyakarta, 2008, h. 45. 
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yang se$lanjutnya ditawarkan ke$pada pihak-pihak yang 

be$rse$ngke$ta.16 

Konsiliasi dapat diartikan se$bagai alte$rnatif prose$s 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta di luar pe$ngadilan di m$ana satu orang 

atau le$bih dise$but se$bagai konsiliator, m$e$m$e$diasi m$asalah untuk 

m$e$m$bantu ke$dua be$lah pihak m$e$ncapai pe$nye$le$saian yang 

dise$tujui be$rsam$a. 

e) M$e$diasi 

M$e$diasi m$e$rupakan pe$nye$le$saian se$ngke$ta m$e$lalui pihak 

ke$tiga (m$e$diator) yang m$e$m$fasilitasi ne$gosiasi de$ngan cara 

yang ne$tral dan tidak m$e$m$ihak, se$hingga dapat dikatakan 

bahwa m$e$diasi be$rupaya untuk m$e$nye$le$saikan pe$rse$lisihan 

antara ke$dua be$lah pihak. Nam$un, para pihak te$tap m$e$m$e$gang 

ke$putusan akhir apakah akan m$e$ncapai ke$se$pakatan atau 

tidak. 17  Prose$s pe$nye$le$saian se$ngke$ta m$e$lalui pe$rundingan 

untuk m$e$m$pe$role$h ke$se$pakatan para pihak de$ngan bantuan 

se$orang m$e$diator, se$bagaim$ana te$rcantum$ dalam$ Pe$raturan 

M$e$nte$ri Agraria dan Tata Ruang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Nom$or 11 Tahun 2016 dan Pe$raturan M$e$nte$ri Agraria 

dan Tata Ruang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasional Nom$or 21 

Tahun 2020 te$ntang Pe$nye$le$saian Kasus Pe$rtanahan.  

                                                             
16  Nita Triana, Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternaif Dengan 

Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi, (Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2020) 
17  I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), (Jakarta: Fikahati 

Aneska, 2009), Hlm. 111 
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M$e$nurut Undang-Undang, m$e$diasi diartikan se$bagai 

“pe$nye$le$saian m$asalah m$e$lalui prose$s pe$rundingan untuk 

m$e$ncapai ke$se$pakatan para pihak de$ngan bantuan m$e$diator” 

dalam$ Pasal 1 ayat 1 PE$RM$A Nom$or 1 Tahun 2016. 

De$ngan tidak m$e$m$buat ke$putusan atau m$e$m$aksakan 

pe$ndapat atau pe$nilaian te$rhadap m$asalah se$lam$a prose$s 

m$e$diasi, tugas m$e$diator adalah m$e$m$bantu para pihak 

dalam$ m$e$nge$ksplorasi be$rbagai pilihan untuk m$e$nye$le$saikan 

se$ngke$ta. 18  Ole$h kare$na itu, m$e$diasi dapat diartikan se$bagai 

upaya untuk m$e$nye$le$saikan pe$rse$lisihan antara pihak-pihak 

yang be$rse$lisih de$ngan bantuan pihak ke$tiga be$rtindak se$bagai 

pe$rantara yang tidak m$e$m$ihak salah satu atau be$rsifat ne$tral 

untuk m$e$m$bantu para pihak m$e$ncapai ke$se$pakatan. 

 

Dari be$rbagai je$nis pe$nye$le$saian se$ngke$ta yang dise$butkan di 

atas m$e$skipun se$tiap be$ntuk pe$nye$le$saian se$ngke$ta m$e$m$iliki 

karakte$ristiknya m$asing-m$asing. Nam$un, (alte$rnatif) atau yang 

dike$nal de$ngan Alte$rnatif Dispute$ Re$solution (ADR), yang le$bih 

e$fe$ktif digunakan dalam$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rtanahan di 

lingkungan m$asyarakat ialah m$e$diasi. Ke$putusan ini diam$bil 

m$e$ngingat m$e$kanism$e$ dan strukturnya yang le$bih se$de$rhana. Se$lain 

itu, le$m$baga ini dike$nal baik ole$h m$asyarakat Indone$sia, yang 

                                                             
18   Jumadi, Prinsip dan Strategi Negosiasi, (Grobogan: Sarnu Untung, 2015), 7. 
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m$e$nganut gagasan m$e$nggunakan m$usyawarah untuk m$e$ncapai 

ke$se$pakatan yang se$ring digunakan para pihak untuk m$e$nye$le$saikan 

pe$rse$lisihan m$e$re$ka.  

Penyelesaian sengketa tanah melalui (non-litigasi) merupakan 

salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang 

menawarkan banyak keuntungan. Namun, implementasinya masih 

menghadapi banyak kendala, antara lain: 

1. Ketidakhadiran Para Pihak 

2. Keterbatasan Data  

3. Pemahaman Hukum 

4. Adanya Pihak Lain/Pihak Ketiga 

5. Sumber Daya Manusia 

6. Sikap/Attitude Mediator Yang Kurang Baik 

Pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rtanahan adalah salah satu cara untuk 

m$e$nce$gah te$rulangnya se$ngke$ta tanah. Ke$gagalan dalam 

m$e$nye$le$saikan pe$rm$asalahan akan m$e$nim$bulkan ke$raguan te$rhadap 

le$gitim$asi Indone$sia se$bagai ne$gara yang taat hukum$. M$asalah ini 

akan m$e$nye$babkan ke$tim$pangan dalam$ m$asyarakat jika te$rus 

be$rlanjut. 19  Akibatnya jika ke$tim$pangan m$e$ningkat, ke$adilan dan 

ke$te$rtiban akan se$m$akin sulit dicapai, se$hingga siste$m$ hukum$ yang 

ada tidak lagi m$am$pu m$e$m$e$nuhi ke$butuhan m$anusia. Situasi ini 

                                                             
19  Muhammad Fajri Syafrizka, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan 

Pertanahan Nasional Kota Padang, Soumatra Law Review 3, no. 2 (2020) 
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m$e$ndorong orang yang be$rse$ngke$ta untuk m$e$ncari pe$nye$le$saian 

m$e$lalui alte$rnatif di luar prose$s pe$radilan form$al.  

M$e$nurut Badan Pe$rtanahan Nasional (BPN) yaitu m$e$m$iliki 

ke$we$nangan m$e$lakukan ne$gosiasi, m$e$diasi dan m$e$m$fasilitasi 

pe$nanganan pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta dan m$e$nggagas 

ke$se$pakatan diantara para pihak. Pe$raturan Ke$pala BPN Nom$or 21 

Tahun 2020 te$rse$but m$e$rupakan dasar ke$we$nangan BPN m$e$njadi 

m$e$diator m$e$m$bantu para pihak m$e$ncari be$rbagai ke$m$ungkinan 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah cara m$e$m$utuskan atau m$e$m$aksakan 

se$buah pe$nye$le$saian, m$aka pe$ran pe$nye$le$saian kasus pe$rtanahan ini 

diwujudkan m$e$lalui tugas m$e$diator yang se$cara aktif m$e$m$bantu 

para pihak dalam$ m$e$m$be$rikan pe$m$aham$an yang be$nar te$ntang 

se$ngke$ta yang m$e$re$ka hadapi dan m$e$m$be$rikan alte$rnatif solusi yang 

te$rbaik bagi pe$nye$le$saian se$ngke$ta te$rse$but. M$e$diator adalah orang 

yang m$e$m$iliki pe$nge$tahuan yang cukup luas te$ntang bidang-bidang 

te$rkait yang dipe$rse$ngke$takan ole$h para pihak.20  

 

Ke$te$ntuan Pasal 2 Pe$raturan M$e$nte$ri Agraria Nom$or 21 Tahun 

2020 te$ntang Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Pe$rtanahan wajib dipatuhi ole$h 

Badan Pe$rtanahan Nasional dalam$ m$e$laksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, yaitu:  

a. Pe$ne$rim$aan dan distribusi pe$ngaduan;  

b. Pe$nanganan dan pe$nye$le$saian se$ngke$ta dan konflik; 

c. Pe$nanganan pe$rkara;  

d. Pe$m$batalan produk hukum$;  

e. M$e$diasi;  

f. Tim$ pe$nanganan dan pe$nye$le$sasian kasus;  

g. Pe$rke$m$bangan pe$nanganan dan pe$nye$le$saian kasus;  

h. M$onitoring, e$valuasi, dan pe$laporan;  

                                                             
20  Asghar Asyari Zaenal, dkk. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam 

Penyelesaian Sengketa Tanah, Jurnal Of Lex Theory, Universitas Muslim Inndonesia, 2024, Vol.5, 

No.1, hlm 323-325 
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i. Sanksi; dan  

j. Pe$rlindungan Hukum$. 

 

Prose$s m$e$diasi yang dilakukan ole$h m$e$diator dari kantor 

pe$rtanahan se$te$m$pat dibagi m$e$njadi tiga tahap: pra-m$e$diasi, 

pe$laksanaan, dan m$e$diasi akhir.21 

1. Pra-m$e$diasi 

Pe$ran m$e$diator adalah m$e$m$bangun hubungan baik dan 

m$e$nje$laskan pe$ran m$e$re$ka ke$pada ke$dua pihak yang 

be$rse$ngke$ta, m$e$m$ilih strate$gi de$ngan m$e$nje$laskan ke$kuatan 

dan ke$le$m$ahan m$asing-m$asing pihak sam$bil m$e$m$bantu m$e$re$ka 

m$e$nganalisis situasi untuk m$e$ngusulkan solusi, m$e$ngum$pulkan 

dan m$e$nganalisis inform$asi latar be$lakang dan se$ngke$ta untuk 

m$e$ngide$ntifikasi pihak yang te$rlibat dan m$e$ne$ntukan isu-isu 

m$e$ndasar se$rta ke$pe$ntingan m$asing-m$asing, m$e$nyusun re$ncana 

m$e$diasi, te$rm$asuk ke$buntuan yang m$ungkin te$rjadi, 

me$m$bangun ke$pe$rcayaan dan ke$rjasam$a antar pihak serta 

m$e$m$bangun ke$pe$rcayaan diri para pihak dalam$ prose$s m$e$diasi. 

 

2. Tahap Pe$laksanaan 

Tahap ini m$e$rupakan titik di m$ana ke$dua pihak yang 

be$rse$ngke$ta be$rte$m$u dan m$e$m$ulai prose$s m$e$diasi. Pe$rtam$a-

                                                             
21  Juwita Tarochi Boboy, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi 

Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, Jurnal Fakultas Hukum Vol. 13, No. 2 

(2020). 
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tam$a m$e$diator akan m$e$m$buka jalannya m$e$diasi, pre$se$ntasi dan 

laporan para pihak, pe$m$ilahan dan klarifikasi pe$rm$asalahan, 

diskusi dan ne$gosiasi isu-isu yang te$lah dise$pakati, pe$nyusunan 

opsi, ide$ntifikasi poin-poin ke$se$pakatan dan pe$ngam$bilan 

ke$putusan, se$rta pe$ncatatan dan pe$rnyataan ulang ke$putusan 

m$e$rupakan langkah-langkah pe$nting dalam$ tahap ini. 

3. Tahap Akhir 

Para pihak m$e$laksanakan hasil ke$se$pakatan yang te$lah 

dite$tapkan be$rsam$a m$e$lalui pe$rjanjian te$rtulis. 

 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa m$asalah sengketa 

pe$rtanahan be$rsifat se$nsitif kare$na be$rdam$pak pada be$rbagai aspe $k 

ke$hidupan, te$rm$asuk sosial, politik, e$konom$i, psikologis, dan 

se$bagainya. Se$ngke$ta pe$rtanahan yang be$rke$panjangan dapat 

m$e$m$icu ke$inginan m$anusia untuk m$e$ne$m$ukan solusi yang ce$pat, 

adil dan m$e$njam$in tidak ada para pihak yang dirugikan Ole$h kare$na 

itu, untuk m$e$nghindari se$ngke$ta pe$rtanahan yang be$rujung pada 

ke$re$sahan yang m$e$ngganggu m$asyarakat, m$aka pe$rlu 

m$e$m$pe$rtim$bangkan tidak hanya faktor hukum$ te$tapi juga aspe $k 

ke$hidupan lainnya.  

Dalam$ hal ini pihak yang be$rse$ngke$ta be$bas m$e$m$ilih prose$s 

penyelesaian sengketa, nemun kebebasan ini didasarkan pada 

prinsip kesepakatan para pihak yang digunakan untuk 
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m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta pe$rtanahan be$rgantung pada pe$rse$tujuan 

para pihak. Ke$m$am$puan satu atau le$bih m$e$diator untuk m$e$m$e$diasi 

pe$rse$lisihan antara ke$dua pihak yang be$rse$ngke$ta sangat pe$nting 

dalam$ situasi ini. 

 

B. LANDASAN FAKTUAL 

1. Gambaran Umum Kelurahan Loa Ipuh Darat 

Loa Ipuh Darat adalah salah satu ke$lurahan di wilayah ke$cam$atan 

Te$nggarong, Kabupate$n Kutai Kartane$gara, Provinsi Kalim$antan Tim$ur, 

Indone$sia. Luas wilayah Ke$lurahan Loa Ipuh Darat adalah 200 Km$2 dan 

panjang garis batas 20 Km$ yang be$rbatasan langsung de$ngan be$be$rapa 

wilayah di ke$cam$atan lainnya. Adapun pe$rbatasan antara Ke$lurahan Loa Ipuh 

Darat adalah se$bagai be$rikut:22 

1) Se$be$lah Utara: Be$rbatasan de$ngan De$sa Sanggulan Ke$cam$atan Se$bulu. 

2) Se$be$lah Se$latan: Be$rbatasan de$ngan De$sa M$argahayu Ke$cam$atan Loa 

Kulu. 

3) Se$be$lah Barat: Be$rbatasan de$ngan De$sa Se$noni Ke$cam$atan Se$bulu. 

4) Se$be$lah Tim$ur: Be$rbatasan de$ngan Ke$lurahan Jahab. 

 

Jum$lah warga yang ada di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat dari 11 Rukun 

Te$tangga (RT) se$cara ke$se$luruhan be$rpe$nduduk + 3.496 jiwa yang m$e$liputi 

858 Ke$pala Ke$luarga (KK) dan te$rdiri atas laki-laki se$banyak 1.875 jiwa 

                                                             
22 https://kelurahan-loaipuhdarat.blogspot.com/2015/02/monografis.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenggarong,_Kutai_Kartanegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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be$rbanding de$ngan pe$re$m$puan se$banyak 1.621 jiwa dari be$rbagai usia. 

Se$m$e$ntara itu, m$ata pe$ncaharian m$aupun pe$ke$rjaan pe$nduduk rata-rata le$bih 

banyak se$bagai pe$tani, pe$dagang atau karyawan swasta dan jasa. Ke$lurahan 

Loa Ipuh Darat dipim$pin ole$h se$orang Lurah yang dibantu ole$h Se$kre$taris 

Lurah, Ke$pala Se$ksi Pe$m$e$rintahan, Ke$pala Se$ksi Sosial, se$rta Staf Pe$laksana. 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat m$e$m$iliki Visi dan M$isi. Visi Ke$lurahan Loa 

Ipuh Darat adalah Te$rwujudnya pe$m$bangunan yang te$rkoordinir dan m$e$rata, 

se$rta m$e$ningkatkan Pe$layanan Publik yang Te$rtib Adm$inistrasi Profe$sional. 

Se$m$e$ntara M$isi Ke$lurahan Loa Ipuh Darat yakni :  

1) M$e$wujudkan kine$rja sum$be$r daya aparatur se$cara profe$sional.  

2) M$e$m$be$rikan ke$m$udahan dalam$ pe$layanan publik.  

3) M$e$ningkatkan partisipasi m$asyarakat dalam$ pe$m$bangunan dan 

pe$m$e$rintahan.  

4) M$e$ningkatkan ke$am$anan, ke$te$ntram$an dan ke$te$rtiban lingkungan.  

 

Adapun tujuan dari Ke$lurahan Loa Ipuh Darat yakni:  

1) M$e$ningkatkan kualitas aparat ke$lurahan dalam$ pe$laksanaan pe$layanan 

publik.  

2) Pe$ningkatan siste$m$ pe$laporan yang transparan, akuntabe$l, dan up to date$.  

3) M$e$ningkatkan pe$m$e$rataan pe$m$bangunan. 

4) M$e$ningkatkan kualitas Sum$be$r Daya M$anusia (SDM$).  
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2. Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Desa Bukit Jaya Km 27 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Pe$laksanaan m$e$diasi se$tiap pe$rm$asalahan yang te$rjadi harus dilaksanakan 

se$suai prose$dur dan prose$s yang te$lah dite$tapkan untuk se$tiap pe$rm$asalahan 

yang diajukan ke$ Ke$lurahan Loa Ipuh Darat de$m$i ke$puasan se$m$ua pihak. 

Ole$h kare$na itu, de$ngan m$e$m$fasilitasi ke$se$pakatan yang adil dan 

m$e$nye$diakan layanan adm$inistrasi pe$rtanahan, m$e$diasi dapat m$e$m$bantu 

m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta tanah yang m$ungkin tim$bul. Te$rdapat be$rbagai 

tahapan dalam$ prose$s pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah di antara m$asyarakat De$sa 

Loa Ipuh Darat. 

Be$rdasarkan hasil wawancara be$rsam$a Bapak JR se$laku Kasi 

Pe$m$e$rintahan di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa untuk 

m$e$laporkan pe$rkara se$ngke$ta tanah dike$lurahan, langkah pe$rtam$a yaitu 

m$e$ndatangi kantor untuk m$e$m$buat pe$ngaduan, m$e$nyam$paikan kronologi, 

ide$ntitas pe$lapor se$pe$rti kartu ke$luarga, ktp, bukti yang m$e$ndukung dan 

ide$ntitas te$rlapor. Ke$m$udian nanti pihak ke$lurahan akan m$e$m$ve$rifikasi, dan 

m$e$m$anggil para pihak untuk dipe$rte$m$ukan.  

 

Dari tahapan te$rse$but dim$aksudkan agar putusan m$e$diasi tidak m$e$langgar 

aturan yaitu de$ngan m$e$ne$laah kronologi pe$rm$asalahan, data fisik, dan be$rkas 

pe$ndukung lainnya, se$rta be$rupaya agar jalannya m$e$diasi dapat dilaksanakan 

se$cara e$fe$ktif dilapangan. M$e$lindungi dan m$e$m$e$lihara ke$dam$aian, 

ke$se$jahte$raan, dan ke$m$akm$uran warganya m$e$rupakan tanggung jawab 

pe$m$e$rintah. 

Se$be$lum$ m$e$m$bahas se$cara dalam$ te$rdapat salah satu kasus yang pe$nulis 

te$liti yaitu te$rjadinya se$ngke$ta tanah antar warga di De$sa Bukit Jaya Km$ 27 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, yang ke$m$udian di bantu ole$h pe$m$e$rintah 



32 
 

 
 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat dalam$ m$e$nye$le$saikan se$gke$ta tanah. Be$rdasarkan 

hasil wawancara pe$ne$liti be$rsam$a pihak yang be$rse$ngke$ta, m$aka te$rdapat 

be$be$rapa poin kronologi yang m$e$nye$babkan te$rjadinya se$ngke$ta tanah antar 

warga di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, yakni:  

a) Te$rlapor se$be$lum$nya m$e$m$punyai tanah di De$sa Bukit Jaya Km$ 27 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat  

b) Se$be$lum$ te$rjadinya pe$rm$asalahan antara ke$dua be$lah pihak, te$rlapor 

Bapak Daik, m$e$njual tanahnya te$rse$but ke$pada pe$m$be$li pe$rtam$a Bapak 

Suhaim$i, se$suai de$ngan pe$rjanjian jual be$li. 

c) Ke$m$udian Bapak Suhaim$i m$e$njual ke$m$bali tanah yang te$lah dibe$li 

se$cara sah dari Bapak Daik ke$pada Bapak Safrudin de$ngan Luas tanah 

24937 m$e$te$r pe$rse$gi dibuktikan de$ngan adanya kwitansi pe$m$be$lian 

tanah.  

d) Pada tahun 2022 te$rlapor m$e$lakukan pe$nge$rukan tanah yang kini 

m$e$njadi hak m$ilik pe$lapor de$ngan panjang se$kitar 100 m$e$te$r dan le$bar 

43 m$e$te$r pe$rse$gi, pe$lapor yang m$e$nge$tahui tanah m$iliknya di ke$ruk 

m$e$rasa sudah sangat dirugikan se$bab tanah te$rse$but te$lah ia be$li. 

e) Te$rlapor be$ralasan m$e$lakukan hal te$rse$but kare$na m$e$rasa rugi se$bab dulu 

ke$tika m$e$njual tanahnya ke$pada Bapak Suhaim$i de$ngan harga m$urah. 

f) Se$laku pe$m$ilik tanah yaitu Bapak Safrudin m$e$laporkan Bapak Daik 

ke$ Ke$lurahan Loa Ipuh Darat untuk m$e$ndapatkan pe$nye$le$saian se$ngke$ta 

pe$rtanahan. 
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Dari hasil wawancara pe$ne$liti m$e$nge$nai kronologi se$ngke$ta tanah, tanah 

pe$lapor digunakan atau diram$pas tanpa pe$rse$tujuan yang ke$m$udian be$rujung 

pada se$ngke$ta tanah. Untuk le$bih m$e$m$aham$i akar pe$rm$asalahannya, 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat m$e$gam$bil langkah te$gas de$ngan m$e$nindaklanjuti 

kasus te$rse$but de$ngan pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta untuk m$e$nanyakan data 

m$e$re$ka se$te$lah m$e$ne$rim$a pe$ngaduan te$rkait se$ngke$ta tanah te$rse$but. 

Pada tahap m$e$diasi, m$e$skipun se$be$lum$nya pihak pe$lapor te$lah 

m$e$nje$laskan pe$rm$asalahannya, tapi pada titik ini pe$lapor dan te$rlapor dim$inta 

untuk m$e$ngklarifikasi m$asalah te$rse$but se$kali lagi agar dike$tahui se$m$ua 

pihak yang hadir. Dalam$ ke$se$m$patan yang dibe$rikan pe$lapor yakni Bapak 

Safrudin m$e$ngatakan bahwa dirinya m$e$rasa curiga se$bab te$rdapat ke$ndaraan 

yang ke$luar m$asuk ke$ tanah m$iliknya dan ke$m$udian pe$rgi untuk m$e$ndatangi 

tanah te$rse$but, se$bagai pe$m$ilik tanah m$e$rasa dirugikan kare$na dike$tahui 

Bapak Daik m$e$lakukan pe$nge$rukan tanah de$ngan panjang se$kitar 100 m$e$te$r 

dan le$bar 43 m$e$te$r pe$rse$gi. Padahal tanah itu sudah dibe$li dari Bapak 

Suhaim$i se$cara sah. 

Uraian di atas m$e$m$pe$rje$las bahwa ke$adilan, ke$m$akm$uran, dan 

ke$se$jahte$raan m$asyarakat te$rcapai, te$rutam$a bagi ke$dua be$lah pihak, ke$tika 

Ke$pala Lurah be$rtindak se$bagai m$e$diator dalam$ m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta 

tanah antar warga. Ke$pala lurah m$e$ne$gaskan ke$m$bali posisinya se$bagai 

pe$ne$ngah yang ne$tral, yang m$e$m$ungkinkan untuk m$e$m$ilih antara 

m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta se$cara dam$ai atau m$e$lalui pe$ngadilan ke$pada 

m$asing-m$asing pihak. Se$te$lah m$e$nde$ngar jawaban m$asing-m$asing pihak, 
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Ke$pala Lurah akan m$e$m$bahas alte$rm$atif pe$nye$le$saian yang m$e$re$ka inginkan 

satu sam$a lain. Hal ini dilakukan untuk m$e$nce$gah ke$dua be$lah pihak be$rde$bat. 

Jika pilihan yang dipilih m$asing-m$asing pihak be$rbe$da, akan dipilih opsi lain 

se$bagai titik te$m$u te$rbaik untuk m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta yang tidak 

m$e$rugikan ke$dua be$lah pihak. 

M$e$nanggapi hal te$rse$but, pe$ne$liti te$lah m$e$lakukan wawancara untuk 

m$e$m$pe$lajari apa yang te$rjadi ke$tika pe$nye$le$saian se$ngke$ta ditangani m$e$lalui 

m$e$tode$ non-litigasi dan litigasi.  

Be$rdasarkan hasil wawancara be$rsam$a Bapak JR se$laku Kasi 

Pe$m$e$rintahan di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa pe$nye$le$saian 

di luar pe$ngadilan pastinya sangat m$e$m$bantu se$lain m$urah dan ce$pat, m$e$diasi 

m$e$rupakan jalan te$rbaik bagi para pihak yang m$e$m$iliki ke$te$rbatasan sum$be$r 

daya, kare$na dalam$ pe$rkara pe$rtanahan, yang m$e$m$pe$rjuangkannya adalah 

pe$m$ilik sah tanah te$rse$but. Kalau ditangani m$e$lalui litigasi akan dise$le$saikan 

m$e$lalui prose$dur pe$ngadilan yang m$e$ncakup pe$ngajuan gugatan dan 

pe$ne$tapan kasus, yang akan m$e$m$iliki ke$kuatan hukum$ te$tap.  

 

Argum$e$n di atas m$e$nunjukkan bahwa m$e$diasi m$e$m$bantu para pihak 

se$bagai be$ntuk alte$rnatif pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rtanahan. Pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta pe$rtanahan m$e$lalui m$e$diasi m$e$rupakan ke$inginan dari para pihak, 

disam$ping itu pe$ran aktif m$e$diator se$bagai pihak yang m$e$m$bantu m$e$ne$ngahi 

pe$rse$lisihan antar warga juga diharapkan ne$tral dalam$ m$e$nye$le$saiakan se$cara 

dam$ai. M$e$skipun m$e$njabat se$bagai Hakim$ Pe$rdam$aian De$sa, Ke$pala Lurah 

tidak m$e$m$iliki standar pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah yang m$ungkin m$uncul 

dalam$ pe$laksanaan tugasnya. Hal ini be$rbe$da de$ngan arbitrase$ dan UU 

Nom$or 30 Tahun 1999 m$e$ngatur prose$s pe$nye$le$saian se$ngke$ta lainnya. 

M$e$skipun de$m$ikian, Lurah dike$nal kare$na m$e$m$bantu m$e$nye$le$saikan 
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se$ngke$ta tanah de$ngan m$e$m$fasilitasi diskusi dan m$e$ncapai solusi yang 

dise$pakati be$rsam$a. 

Be$rdasarkan wawancara be$rsam$a Bapak JR se$laku Kasi Pe$m$e$rintahan di 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa upaya yang dilakukan pada 

tahap m$e$diasi yakni de$ngan cara pe$nde$katan ke$pada pe$lapor dan te$rlapor. 

M$e$nyarankan ke$pada ke$dua be$lah pihak se$bagai jalan ke$luar dari 

pe$rm$asalahan yang dialam$i ini, m$isalnya agar te$rlapor m$e$nge$m$balikan tanah 

m$ilik pe$lapor dan m$e$nganti ke$rugian. 

 

Be$rdasarkan hasil obse$rvasi dilapangan dalam$ ke$nyataannya prose$s 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah antara pe$lapor dan te$rlapor dige$lar se$cara 

m$e$diasi di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat yang m$e$libatkan pihak be$rse$ngke$ta, 

m$e$diator, RT, dan ke$luarga para pihak yang m$e$njadi saksi. Dalam$ prose$s 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah, Lurah m$e$m$e$gang pe$ran se$bagai pe$m$im$pin 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat. Se$bagai hakim$ pe$rdam$aian, Lurah wajib 

m$e$ne$gakkan se$m$ua putusan m$e$diasi antara pe$lapor dan te$rlapor. 

M$aka, dapat dike$tahui bahwasanya pe$laksanaan pe$nye$le$saian se$ngke$ta 

tanah m$e$lalui m$e$diasi sangat m$e$m$bantu m$asyarakat yang m$e$m$iliki 

ke$te$rbatasan biaya. Te$rutam$a pada m$asyarakat di Ke$lurahan Loa Ipuh darat 

yang be$ke$rja se$bagai pe$tani, pe$ke$rja swasta dan hidup dalam$ ikatan 

ke$ke$luargaan akan sulit jika m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta dilakukan di pe$ngadilan, 

jalur m$e$diasi se$ndiri m$e$rupakan langkah yang te$pat se$lain m$e$nghe$m$at biaya 

prose$s pe$m$utusan pe$rkara dilihat dari bukti-bukti dan siapa le$bih de$kat 

de$ngan hak ke$pe$m$ilikan atas tanah te$rse$but. Nam$un jika ke$putusan te$rse$but 

tidak te$pat m$aka pe$nggugat be$rhak untuk m$e$lanjutkan kasus se$cara litigasi 

atau pe$radilan.  



36 
 

 
 

Dari pe$nje$lasan diatas dike$tahui bahwa m$asyarakat yang be$rse$ngke$ta 

se$bagian be$sar m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta m$e$lalui jalur m$e$diasi di Ke$lurahan 

Loa Ipuh Darat de$ngan bantuan ke$pala ke$lurahan m$e$ncapai hasil akhir yang 

te$lah dise$pakati dari prose$s m$e$diasi bahwa pe$m$ilik tanah m$e$ngikhlaskan 

tanah yang te$lah digali te$rse$but dan tidak m$e$nuntut pe$m$bayaran ganti rugi. 

Nam$un, pe$lapor m$e$m$inta ke$pada te$rlapor untuk m$e$nghe$ntikan pe$nggalian 

dan be$rjanji tidak m$e$lakukannya di tanah m$iliknya. De$ngan kata lain, 

pe$rm$asalahan se$ngke$ta tanah antara ke$dua be$lah pihak m$e$lakukan 

pe$rdam$aian yang te$lah disaksikan ole$h para pihak yang hadir. 

 

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara 

M$ata pe$ncaharian m$asyarakat sangat te$rdam$pak ole$h se$ngke$ta tanah 

kare$na dapat m$e$m$utus dan m$e$rusak hubungan ke$luarga. Akibat adanya 

m$asalah m$e$nge$nai se$ngke$ta tanah di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, pe$m$e$rintah 

dae$rah be$rpe$ran pe$nting dalam$ m$e$m$bantu m$asyarakat m$e$nye$le$saikan se$tiap 

m$asalah yang m$ungkin tim$bul. 

Be$rdasarkan wawancara be$rsam$a Bapak JR Se$laku Kasi Pe$m$e$rintahan di 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa dalam$ kurun waktu 1 tahun 

te$rakhir te$rdapat 5 kasus se$ngke$ta di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, salah satunya 

kare$na pe$nye$robotan tanah atau m$e$ngakui hak tanah m$ilik orang lain dan 

te$lah dise$le$saikan m$e$lalui m$e$diasi.  

 

Dibalik m$asyarakat yang hidup rukun dan ikatan tali pe $rsaudaraan yang 

e$rat tidak m$e$nutup ke$m$ungkinan m$asyarakat Ke$lurahan Loa Ipuh Darat 

te$rbe$bas dari konflik atau se$ngke$ta. Ke$tika se$se$orang m$e$lakukan pe$ram$pasan 
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tanah yang te$rkadang dise$but se$bagai pe$nggunaan atau pe$m$akaian tanah 

m$ilik orang lain, m$aka pihak te$rse$but se$cara otom$atis akan m$e$ngklaim$ tanah 

te$rse$but se$bagai m$iliknya dan m$e$nganggap dirinya se$bagai tuan tanah. 

Be$rdasarkan hasil wawancara pe$ne$liti de$ngan re$sponde$n, kasus se$ngke$ta 

tanah m$e$nunjukkan adanya be$be$rapa faktor yang m$e$nye$babkan te$rjadinya 

pe$rse$lisihan di kalangan warga se$te$m$pat. Hal ini se$suai de$ngan hasil 

wawancara be$rsam$a Bapak JR se$laku Kasi Pe$m$e$rintahan di Ke$lurahan Loa 

Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa adanya pe$rse$ngke$taan bisa saja dise$babkan 

ole$h orang yang m$e$rasa tidak puas, ke$inginan untuk m$e$nguasai tanah m$ilik 

orang lain de$ngan pe$ngakuan se$pihak, kurangnya pe$m$aham$an hukum$ te$rkait 

ke$pe$m$ilikan dan pe$nguasaan tanah, dan m$asalah e$konom$i. 

 

Dari pe$nje$lasan diatas pe$ne$liti m$e$lihat bahwa di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat 

te$rkait kasus te$rse$but kare$na adanya faktor inte$rnal dan e$kste$rnal se$rta 

kurangnya transparansi dalam$ hal pe$nguasaan dan pe$m$ilikan tanah 

dise$babkan ole$h ke$te$rbatasan data dan inform$asi. Ole$h kare$na itu, se$tiap 

bidang tanah diharuskan untuk m$e$m$iliki se$rtifikat ke$pe$m$ilikan dan tanda 

bukti yang je$las, se$hingga m$asyarakat dapat m$e$nge$tahui haknya m$asing-

m$asing se$bagai bukti ke$pe$m$ilikan dan juga m$e$nge$tahui batas-batas tanah 

agar tanah tidak diklaim$ se$cara be$bas ole$h pihak lain yang ke$m$udian hari 

dapat m$e$m$icu suatu m$asalah.  

Dalam$ hal ini, untuk m$e$nye$le$saian se$ngke$ta tanah m$e$lalui m$e$diasi yang 

biasanya digunakan ole$h m$asyarakat tidak m$e$nutup ke$m$ungkinan te$rdapat 

se$jum$lah tantangan yang m$e$m$e$ngaruhi e$fe$ktivitas m$e$diasi se$cara 

ke$se$luruhan. M$e$nurut Lurah dalam$ kasus se$ngke$ta tanah yang m$e$njadi 

ke$ndala salah satunya adalah kurang ke$sadaran hukum$, ke$ndala ini se$m$akin 

m$e$m$pe$rsulit upaya m$e$ncapai ke$se$pakatan yang adil dan be$rke$lanjutan bagi 

se$m$ua pihak yang be$rse$ngke$ta. Adapun hasil untuk m$e$nge$tahui ke$ndala 
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ke$tika pe$nye$le$saian se$ngke$ta ditangani m$e$lalui m$e$tode$ non-litigasi dan 

litigasi se$bagai be$rikut : 

Be$rdasarkan hasil wawancara be$rsam$a Bapak JR se$laku Kasi 

Pe$m$e$rintahan di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa ke$ndala yang 

paling se$ring m$uncul dalam$ prose$s m$e$diasi adalah ke$tidakm$am$puan para 

pihak untuk m$e$m$aham$i konse$kue$nsi hukum$ dari se$tiap pilihan kare$na 

kurangnya pe$nge$tahuan hukum$. Se$lain itu, m$e$libatkan pihak luar atau pihak 

ke$tiga se$ringkali m$e$m$pe$rburuk ke$adaan dan m$e$ngurangi e$fe$ktivitas prose$s 

m$e$diasi. Se$lain itu ke$ndala yang  paling utam$a untuk m$e$ncapai hasil m$e$diasi 

yang adil adalah kurangnya sum$be$r daya m$anusia (SDM$) yang m$e$m$adai di 

tingkat de$sa, baik dari se$gi ke$ahlian m$aupun ke$m$am$puan dalam$ pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta. 

 

 

Dari pe$nje$lasan diatas m$e$m$pe$rje$las bahwa ke$ndala yang dise$butkan dapat 

m$e$nye$babkan se$ngke$ta tanah tidak dapat dise$le$saikan de$ngan baik. Pada jalur 

litigasi m$e$m$butuhkan waktu yang panjang untuk m$e$njalankan prose$s 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta, ke$m$udian biaya tinggi, jalur litigasi juga tidak 

m$e$njam$in kasusnya dim$e$nangkan, kalau untuk non-litigasi diluar pe$radilan 

se$pe$rti kurangnya itikad baik, m$e$diasi biasanya saling tidak m$au m$e$ngalah, 

dan pastinya m$e$laui jalur litigasi ataupun non-litigasi m$e$m$utus tali 

pe$rsaudaraan antar pihak yang be$rse$ngke$ta. Pe$nge$m$bangan sum$be$r daya 

m$anusia di tingkat de$sa sangat pe$nting kare$na para pihak ke$lurahan 

m$e$m$ainkan pe$ran dalam$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta. Ke$m$am$puan m$e$diator 

se$bagai juru pe$ne$ngah juga diharapkan se$cara optim$al dalam$ m$e$m$fasilitasi 

jalannya m$e$diasi. Untuk m$e$nghindari hal te$rse$but Ke$lurahan Loa Ipuh te$rus 

be$rupaya bagaim$ana kasus te$rse$but bisa dise$le$saikan yaitu de$ngan adanya 

m$e$diasi yang dijalankan.  

Be$rdasarkan hasil wawancara be$rsam$a Bapak JR se$laku Kasi 

Pe$m$e$rintahan di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$ngatakan bahwa se$ngke$ta 
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tanah yang te$rjadi dapat dise$le$saikan tanpa pe$radilan atau se$cara non-litigasi, 

biasanya salah satu cara yang dilakukan yaitu de$ngan m$e$diasi. M$e$diasi 

digunakan untuk m$e$ncari solusi se$cara ke$ke$luargaan dan de$ngan m$e$lalui 

m$e$diasi di lingkungan m$asyarakat dapat m$e$nghe$m$at biaya, le$bih ce$pat, dan 

m$e$nghindari konflik be$rke$panjangan. 

 

Dari hasil wawancara diatas m$e$nje$laskan bahwa litigasi m$e$rupakan jalur 

hukum$ yang m$e$libatkan prose$s pe$radilannya di pe$ngadilan baik di pe$ngadilan 

pe$rtanahan ataupun di pe$ngadilan ne$ge$ri. Prose$s m$e$lalui litigasi dite$m$puh 

apabila dalam$ jalur non-litigasi tidak dapat m$e$nye$le$saikan pe$rm$asalahan 

se$cara m$usyawarah atau jalur alte$rnatif lainnya, m$aka m$e$diator akan 

m$e$m$buat laporan yang m$e$nyatakan ke$gagalan m$e$diasi. Prose$s litigasi ini 

dapat be$rlangsung lam$a te$rgantung pada ke$rum$itan kasus itu se$ndiri. Jika 

ke$putusan yang te$lah dite$tapkan tidak m$e$m$uaskan m$aka se$ngke$ta tanah dapat 

dilanjutkan ke$tingkat banding atau kasasi di M$ahkam$ah Agung.   

M$aka dari itu untuk m$e$nce$gah adanya pe$rse$lisihan, hukum$ m$e$ngharuskan 

se$m$ua warga ne$gara untuk m$e$nghorm$ati hak dan tanggung jawab orang lain. 

Pe$rse$ngke$taan se$ring te$rjadi baik antara m$asyarakat de$ngan m$asyarakat, suku 

de$ngan suku, saudara de$ngan saudara, bahkan orang tua dan anak. Pada 

intinya se$ngke$ta tanah m$aupun m$asalah lain yang te$rjadi dalam$ m$asyarakat 

dapat dise$le$saikan de$ngan baik apabila para pihak yang be$rpe$rkara m$e$ne$rim$a 

suatu ke$putusan atau ke$se$pakatan be$rsam$a dan saling m$e$nde$ngarkan 

pe$ndapat.  
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BAB III 

PEMBAHASAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA 

PERTANAHAN ANTAR WARGA MASYARAKAT DI DESA BUKIT 

JAYA KM 27 KELURAHAN LOA IPUH DARAT, KABUPATEN KUTAI 

KARTANEGARA 

 

A. Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Bukit Jaya Km 27 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

M$e$kanism$e$ m$e$diasi yang dite$rapkan tidak jauh be$rbe$da de$ngan m$e$diasi 

yang um$um$nya dike$nal dalam$ dunia pe$radilan, be$rdasarkan prose$s atau 

m$e$kanism$e$ pe$laksanaannya disam$paikan m$e$lalui Ke$pala Lurah m$e$lalui 

wawancara, se$suai de$ngan PE$RM$E$N ATR/KBPN Nom$or 21 Tahun 2020, 

se$be$lum$ m$e$lakukan pe$nye$le$saian se$ngke$ta, pe$nulis dapat m$e$nguraikan 

langkah-langkah pe$nanganan dan pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah di Ke$lurahan 

Loa Ipuh Darat :  

1. Pe$ngaduan 

Salah satu pihak yang be$rse$ngke$ta harus datang ke$ kantor ke$lurahan 

untuk m$e$ndaftarkan pe$ngaduan se$bagai langkah awal dalam$ prose$dur 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah. Hal ini be$rtujuan untuk m$e$m$be$rikan 

inform$asi ke$pada lurah m$e$nge$nai riwayat pe$rm$asalahan yang se$dang 

dihadapi ole$h pihak be$rse$ngke$ta. Pada tahun 2022, Bapak Safrudin te$lah 

m$e$nyam$paikan pe$rm$asalahan te$rse$but se$cara lisan dan m$e$ngajukan 
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pe$ngaduan. Lurah be$rtanggung jawab untuk m$e$nde$ngarkan de$ngan 

saksam$a dan m$e$ncari tindakan le$bih lanjut. 

 

2. Pe$m$anggilan Pihak-Pihak Yang Be$rse$ngke$ta 

Se$te$lah m$e$ne$rim$a pe$ngaduan, pihak Ke$lurahan Loa Ipuh Darat akan 

m$e$m$anggil Bapak Safrudin dan Bapak Daik, de$ngan bantuan Ke$pala 

Bagian Pe$m$e$rintahan. Se$m$e$ntara itu, pe$lapor akan dim$inta untuk 

m$e$nunggu di ruang pe$rte$m$uan kantor hingga m$e$re$ka tiba. 

 

Akibat situasi ini, ke$tua RT juga diundang ole$h kantor ke$lurahan untuk 

m$e$m$be$rikan ke$saksian dan m$e$m$be$ritahukan bahwa salah satu anggotanya 

se$dang dipe$riksa dalam$ kasus pe$rse$ngke$taan. Tujuan pe$m$anggilan te$rse$but 

adalah untuk m$e$nde$ngar pe$ndapat m$asing-m$asing pe$se$rta.  

Be$rdasarkan Pasal 1 ayat (1) PE$RM$A Nom$or 1 Tahun 2016 dije$laskan 

bahwa M$e$diasi adalah cara pe$nye$le$saian se$ngke$ta m$e$lalui prose$s 

pe$rundingan untuk m$e$m$pe$role$h ke$se$pakatan para pihak de$ngan dibantu ole$h 

m$e$diator. M$e$diasi m$e$rupakan salah satu alte$rnatif dan cara pe$nye$le$saian 

suatu pe$rse$ngke$taan dim$ana para pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta m$e$nye$rahkan 

pe$nye$le$saiannya ke$pada se$orang m$e$diator de$ngan m$aksud untuk m$e$m$pe$role$h 

hasil yang adil dan dite$rim$a ole$h para pihak yang be$rse$ngke$ta. 

Pe$nye$le$saian se$cara dam$ai juga difasilitasi ole$h m$e$diator se$bagai pihak 

ke$tiga yang ne$tral. Tidak ada pe$rsyaratan kom$pe$te$nsi se$bagai m$e$diator untuk 

m$e$lakukan m$e$diasi di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat yang tercantum dalam 



42 
 

 
 

Pe$raturan Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasional No. 3 Tahun 2011. Prose$s 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta m$e$lalui m$e$diasi te$rbagi m$e$njadi tiga tahap: 

1. Tahap Pra-m$e$diasi 

Pra-m$e$diasi m$e$rupakan tahap awal yang pe$nting di m$ana m$e$diator 

m$e$nge$m$bangkan langkah-langkah, m$e$m$bangun ke$pe$rcayaan, 

m$e$nghubungi para pihak, m$e$ngum$pulkan inform$asi, dan m$e$nye$pakati 

waktu dan te$m$pat pe$rte$m$uan untuk m$e$nciptakan lingkungan yang am$an 

untuk m$e$m$bahas pe$rse$lisihan.1 

Para pihak m$asing-m$asing m$e$m$iliki ke$be$basan untuk m$e$m$ilih 

m$e$nggunakan alte$rnatif pe$nye$le$saian je$nis apa saja, se$hingga dari 

ke$putusan te$rse$but di sam$paikan bahwa untuk m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta 

pe$rtanahan m$e$lalui m$e$diasi. Pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah jalur non-

litigasi m$e$lalui m$e$diasi dalam$ UU No. 30 tahun 1999 te$ntang 

arbitrase$ dan alte$natif pe$nye$le$saian se$ngke$ta tidak diatur se$cara 

je$las.Se$cara hukum$ kurangnya m$e$m$iliki ke$pastian kare$na le$galitas juga 

tidak diatur se$cara te$gas dalam$ UU No. 30 tahun 1999. 

 

2. Tahap Pe$laksanaan 

Pe$nanganan se$ngke$ta m$e$m$butuhkan pe$nye$le$saian se$ngke$ta yang 

se$de$rhana, ce$pat, dan be$rbiaya re$ndah. Alte$rnatif prose$s pe$ngadilan saat 

ini dike$nal se$bagai ADR (Alte$rnative$ Dispute$ Re$solution). Ge$rakan ADR 

(Alte$rnative$ Dispute$ Re$solution) m$uncul di Am$e$rika Se$rikat pada tahun 

                                                             
1 Akdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Raja 

Grapindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 163 
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1970-an dan te$lah m$e$nye$bar ke$ be$rbagai ne$gara, te$rm$asuk arbitrase$ dan 

m$e$diasi.2 

Dari uraian diatas m$aka Ke$pala Lurah be$rtindak se$bagai m$e$diator 

pada awal prose$s m$e$diasi di Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$e$m$be$rikan 

ke$se$m$patan yang sam$a ke$pada m$asing-m$asing pihak untuk 

m$e$nyam$paikan pe$ndapatnya. 

Be$rdasarkan Pe$raturan M$e$nte$ri Agraria/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Nom$or 21 Tahun 2020, Ke$pala Ke$lurahan Loa Ipuh Darat akan 

m$e$nangani dan m$e$nye$le$saikan pe$rse$lisihan ini te$rutam$a m$e$lalui langkah-

langkah m$e$diasi be$rikut. Pe$rnyataan yang m$e$nguraikan tanggung jawab 

m$asyarakat, organisasi, dan Badan Pe$rtanahan Nasional yang 

be$rtanggung jawab atas pe$nge$lolaan pe$rse$lisihan juga dibe$rikan ke$pada 

para pihak yang be$rse$ngke$ta. Dari hasil wawancara de$ngan Kasi 

Pe$m$e$rintahan yakni Bapak JR se$bagai be$rikut: 

1) Ke$pala Lurah m$e$m$buka m$e$diasi de$ngan pe$rke$nalan te$ntang dirinya, 

yang be$rtindak se$bagai m$e$diator, para pihak, dan gam$baran 

um$um$ te$ntang se$ngke$ta yang se$dang dise$le$saikan. 

2) Para pihak dim$inta untuk m$e$ngonfirm$asi bahwa m$e$re$ka te$lah 

se$pakat untuk m$e$lanjutkan m$e$diasi, de$ngan m$e$diator yang ditunjuk 

adalah ke$pala lurah. 

3) M$e$nje$laskan aturan m$e$diasi, di m$ana se$tiap pihak dibe$rikan waktu 

yang sam$a untuk m$e$nyam$paikan pe$rm$asalahan dan solusi m$e$re$ka. 

                                                             
2  Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers,2012) Hlm.14 
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4) Prose$s m$e$diasi dim$ulai de$ngan sam$butan pe$m$buka dari m$e$diator, 

diikuti ole$h pihak pe$rtam$a, ke$m$udian pihak ke$dua. Se$te$lah saling 

m$e$m$be$rikan kom$e$ntar, m$e$diator m$e$nyim$pulkan, m$e$ne$rim$a tawaran, 

dan m$e$m$be$rikan ke$se$m$patan ke$pada m$asing-m$asing pihak untuk 

m$e$nanggapi solusi yang diajukan. 

 

3. Tahap Hasil Akhir 

Pe$nye$le$saian se$ngke$ta se$cara dam$ai di luar pe$ngadilan digunakan 

ole$h m$asyarakat Ke$lurahan Loa Ipuh Darat untuk m$e$nye$le$saikan 

se$ngke$ta yang te$rjadi de$ngan m$aksud pe$nye$le$saian se$ngke$ta te$rse$but 

be$rsifat win-win solution, yaitu be$ntuk pe$nye$le$saian yang 

m$e$nguntungkan ke$dua be$lah pihak yang be$rse$ngke$ta kare$na tidak ada 

yang m$e$nang dan kalah se$hingga ke$duanya m$e$m$punyai ke$dudukan yang 

sam$a.  

Hal ini be$rbe$da de$ngan pe$nye$le$saian se$ngke$ta di pe$ngadilan yang 

m$ana pihak yang be$rse$ngke$ta hanya m$e$m$punyai dua pilihan, yaitu 

m$e$nang atau kalah. M$e$skipun m$asih dibe$rikan ke$se$m$patan lain untuk 

m$e$ngajukan upaya hukum$, akan te$tapi pada akhirnya pilihan itu juga 

te$tap sam$a yaitu m$e$nang atau kalah. Se$lain itu, te$ntu akan m$e$m$buat 

m$asyarakat yang ke$kurangan sum$be$r daya m$e$rasa ke$be$ratan kare$na 

m$e$m$akan biaya yang cukup be$sar dan prose$s yang dijalani te$rbilang 

panjang sam$pai dapat m$e$m$e$nangkan kasus te$rse$but. 
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Pada tahap ini, para pihak di pe$rsilahkan untuk m$e$nyam$paikan 

pe$rm$asalahan m$e$re$ka se$cara be$rim$bang, yang ke$m$udian dirangkum$ dan 

disajikan ke$m$bali ole$h m$e$diator de$ngan bahasa yang se$de$rhana. 

Ke$m$udian para pihak m$e$nyam$paikan tanggapan m$e$re$ka m$asing-m$asing 

atas m$asukan dari pihak lain. M$e$diator ke$m$udian m$e$m$be$rikan 

ke$se$m$patan ke$dua untuk m$e$nyam$paikan ke$inginan m$e$re$ka te$rkait solusi 

yang akan dipilih. M$e$diator ke$m$udian m$e$rangkum$ argum$e$n m$asing-

m$asing pihak dari awal hingga akhir dan m$e$ngulanginya sam$bil 

m$e$nawarkan solusi. Se$lain itu, para pihak dibe$ri ke$se$m$patan untuk 

m$e$nyam$paikan pandangan m$e$re$ka te$rhadap solusi yang ditawarkan ole $h 

m$e$diator. 

Se$tiap m$asyarakat te$rdapat be$rbaga m$e$kanism$e$ pe$nye$le$saian m$asalah 

(dispute$ se$ttle$m$e$nt). Pe$nye$le$saian m$asalah dapat dilihat dari m$e$kanism$e$ 

yang dite$m$puh ole$h para pihak dan yang dite$m$puh ole$h pe$m$e$rintah. Dari 

m$e$kanism$e$ yang dite$m$puh ole$h para pihak pola pe$nye$le$saian 

m$asalahnya dilakukan se$cara m$usyawarah m$ufakat, atau dise$le$saikan 

m$e$lalui le$m$baga sosial atau ole$h pe$m$uka m$asyarakat atau juga m$e$lalui 

badan-badan pe$radilan se$dangkan m$e$kanism$e$ yang dilakukan ole $h 

pe$m$e$rintah adalah de$ngan be$rtindak se$bagai m$e$diator dan juga 

m$e$ngam$bil ke$bijakan te$rte$ntu de$ngan m$e$m$pe$rtim$bangkan be$rbagai 

aspe$k yang m$e$lingkupinya.3 

                                                             
3 Andi Suriangka, “Mengurai Konflik Pertanahan Di Kabupaten Kutai Kartanegara,” 

Society 2, no. 1 (2019): 1–19. 
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Dalam$ hal ini disam$paikan bahwa m$e$diasi hanya dapat dilakukan satu 

kali m$e$lalui ke$se$pakatan para pihak yang be$rse$ngke$ta tanpa adanya 

biaya, jika m$e$re$ka se$tuju m$aka para pihak m$e$nye$pakati pe$nye$le$saian. 

Jika m$e$re$ka tidak se$tuju, m$e$diasi akan dijadwalkan ulang de$ngan age$nda 

m$e$nawarkan solusi. Apabila se$te$lah diundang 3 (tiga) kali se$cara patut 

pihak yang be$rse$lisih tidak hadir dalam$ m$e$diasi, m$aka m$e$diasi batal dan 

para pihak dipe$rsilahkan m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta se$suai de$ngan 

ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan. Waktu m$aksim$al pe$laksanaan 

m$e$diasi paling lam$a 30 (tiga puluh) hari.  

 

Be$rdasarkan uraian diatas dike$tahui bahwa prose$s pe$nye$le$saian se$ngke$ta 

tanah m$e$lalui Ke$pala Ke$lurahan yang m$e$njadi juru pe$ne$ngah harus m$e$m$iliki 

ke$te$ram$pilan untuk dapat m$e$nge$ndalikan suasana agar tidak te$rjadi 

ke$te$gangan diantara para pihak yang be$rse$ngke$ta. Yang m$e$njadi pokok 

pe$rm$asalahan harus se$lalu m$e$njadi fokus pe$m$bahasan, se$hingga apabila 

te$rjadi pe$nyim$pangan, Ke$pala Ke$lurahan se$bagai juru pe$ne$ngah dapat 

m$e$ngingatkan untuk ke$m$bali ke$pada fokus pe$rm$asalahan. 

 

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di 

Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tanah m$e$rupakan pe$rm$ukaan bum$i yang paling atas, se$bagian be$sar 

digunakan untuk usaha pe$rtanian, pe$m$bangunan, te$m$pat tinggal. Tanah 

dilihat dari fungsinya m$e$m$punyai 2 (dua) fungsi, yaitu se$bagai social asse$t 
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dan capital asse$t. Social asse$t, yaitu se$bagai sarana pe$ngikat ke$satuan sosial 

di kalangan m$asyarakat untuk hidup dan be$rke$hidupan. Se$dangkan capital 

asse$t tanah m$e$rupakan faktor m$odal dalam$ pe$m$bangunan dan te$lah tum$buh 

se$bagai be$nda e$konom$i yang sangat pe$nting. 

Be$rdasarkan hasil wawancara be$rsam$a re$sponde$n m$e$nge$nai se$ngke$ta 

tanah yang te$rjadi di De$sa Bukit Jaya Km$ 27 Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, 

pe$ne$liti m$e$m$pe$role$h be$be$rapa poin yang m$e$njadi faktor pe$nye$bab te$rjadinya 

se$ngke$ta tanah antar warga. Agar le$bih je$las pe$ne$liti uraikan se$bagai be$rikut: 

a) Faktor Inte$rnal  

Pe$nye$babnya yakni dari m$asyarakat itu se$ndiri se$pe$rti ke$tidakpuasan 

dan ke$inginan untuk m$e$m$iliki adalah pe$nye$bab inte$rnal dari se$ngke$ta 

tanah yang tim$bul antara warga.  

b) Faktor e$kste$rnal 

Ke$biasaan m$asyarakat yang kurang baik, se$pe$rti ke$pe$ntingan 

e$konom$i yang dise$babkan harga tanah yang se$m$akin m$e$ningkat pe$sat, 

kondisi m$asyarakat yang se$m$akin sadar dan pe$duli te$rhadap ke$pe$ntingan 

dan haknya, se$rta iklim$ ke$te$rbukaan yang digariskan pe$m$e$rintah. 

 

De$ngan m$e$m$pe$rtim$bangkan se$m$ua hal, siste$m$ hukum$ Indone$sia 

m$e$nce$rm$inkan prinsip-prinsip ke$adilan sosial, hak asasi m$anusia, dan 

ke$baikan be$rsam$a, yang m$e$njadi dasar pe$rlindungan te$rhadap pe$ram$pasan 

tanah. Pe$ram$pasan tanah, yang m$e$rupakan pe$ngam$bilan tanah m$ilik orang 

lain se$cara se$ngaja, te$rkadang diklasifikasikan se$bagai tindak pidana ile$gal 
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dalam$ hukum$ pidana. Pe$m$ilik tanah yang m$e$m$iliki hak untuk m$e$m$asuki, 

m$e$nguasai, atau m$e$m$anfaatkan tanah dapat m$e$ngalam$i ke$rugian akibat 

pe$rilaku ile$gal ini.4 

Tindakan m$e$nguasai, m$e$nduduki, atau m$e$ram$pas tanah orang lain se$cara 

ile$gal, be$rte$ntangan de$ngan haknya, atau m$e$langgar pe$raturan pe$rundang-

undangan se$cara um$um$ dise$but se$bagai "pe$ram$pasan tanah”.5 Ole$h kare$na itu, 

agar hak atas tanah dapat dipe$rtahankan, se$rtifikat dan surat pe$rnyataan 

ke$pe$m$ilikan yang je$las dari pe$m$ilik tanah sangat pe$nting se$bagai bukti jika 

te$rjadi pe$rse$lisihan. Hal ini te$rcantum$ dalam$ UUPA Nom$or 50 Tahun 1960, 

yang m$e$njadi landasan hukum$ pe$nge$lolaan tanah di Indone$sia. M$e$larang 

pe$nggunaan tanah tanpa izin dari pe$m$ilik sah tanah atau kuasanya.  

De$ngan de$m$ikian se$ngke$ta tanah antar te$tangga harus dihindari, 

m$e$ngingat ke$harm$onisan yang se$harusnya dijalani m$asyarakat. Nam$un, pada 

ke$nyataannya se$tiap de$sa m$asih te$rdapat pe$rse$ngke$taan tanah yang 

m$e$libatkan warga itu se$ndiri se$pe$rti pada kasus se$ngke$ta tanah yang di alam$i 

ole$h Bapak Safrudin dipicu kare$na pe$ram$pasan tanah dilakukan Bapak Daik. 

Pe$nulis m$e$m$aparkan be$be$rapa ke$ndala yang cukup signifikan dalam $ 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah, yaitu: 

 

 

                                                             
4  Subekti, R. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya 

Paramita 
5 Fenia Stephanie Gabriella Lowing, 2017, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah menurut UU No. 51/PERPU 1960", Lex et 

Societatis, Vol. V/No.1/Jan-Feb. h. 71. 
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1. Pe$m$aham$an Hukum$ 

Kurangnya pe$m$aham$an hukum$ m$asyarakat se$ringkali m$e$njadi 

ke$ndala dalam$ se$ngke$ta tanah kare$na banyak warga m$e$nganggap 

kwitansi atau SPPT se$bagai bukti ke$pe$m$ilikan yang cukup tanpa pe$rlu 

akta balik nam$a, padahal ke$tika m$e$diasi bukti-bukti te$rse$but dianggap 

le$m$ah. Banyak juga dari warga yang m$e$nunda-nunda dalam$ pe$ndaftaran 

tanah untuk m$e$ndapatkan se$rtifikat. Ke$tika te$rjadinya kasus se$ngke$ta 

tanah barulah m$uncul ke$sadaran bahwa ke$pe$m$ilikan tanah de$ngan 

adanya se$rtifikat itu hal yang pe$nting.  

 

2. Pihak Lain/Pihak Ke$tiga 

Pihak ke$tiga se$ringkali m$e$m$e$ngaruhi prose$s m$e$diasi, di m$ana pihak 

e$kste$rnal be$rupaya m$e$m$e$ngaruhi ke$dua be$lah pihak untuk 

m$e$m$pe$rtahankan posisi m$asing-m$asing. Ke$te$rlibatan pihak e$kste$rnal 

se$cara signifikan m$e$ngganggu prose$s m$e$diasi, se$hingga sangat sulit 

untuk m$e$ncapai ke$se$pakatan. 

Prose$s se$ngke$ta m$ulai kare$na tidak adanya titik te$m$u antara pihak-

pihak yang be$rsangkutan, Se$cara pote$nsial, dua pihak yang m$e$m$punyai 

pe$ndirian/pe$ndapat yang be$rbe$da be$ranjak ke$ situasi se$ngke$ta. Se$cara 

um$um$ orang tidak akan m$e$m$ilih untuk m$e$ngutarakan pe$ndapat yang 

m$e$ngakibatkan konflik te$rbuka. Ini dise$babkan ole$h ke$m$ungkinan tim$bul 

konse$kue$nsi yang tidak m$e$nye$nangkan, yaitu dim$ana (pribadi atau 

se$bagai wakil ke$lom$poknya) harus m$e$nghadapi situasi yang rum$it yang 



50 
 

 
 

m$e$ngundang ke$tidakte$ntuan se$hingga dapat m$e$ngubah ke$dudukan yang 

stabil dan am$an.6 

 

3. Sum$be$r Daya M$anusia (SDM$) 

M$inim$nya pe$m$aham$an m$e$nge$nai pe$rm$asalahan tanah juga m$e$njadi 

suatu pe$m$icu dari lam$batnya pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rtanahan. 

Se$hingga pe$ningkatan sum$be$r daya m$anusia m$e$njadi sangat pe$nting 

te$rutam$a de$ngan m$e$re$krut le$bih banyak staf be$rlatar be$lakang 

pe$ndidikan hukum$. Dalam$ m$e$nye$diakan layanan um$um$ dan 

m$e$nye$le$saikan m$asalah pe$rtanahan, ke$cam$atan be$rpe$ran pe$nting bagi 

m$asyarakat se$te$m$pat. 

M$e$ngingat pe$ran pe$nting ke$lurahan dalam$ pe$layanan publik, te$rm$asuk 

dalam$ pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah, pe$nge$m$bangan sum$be$r daya 

m$anusia di tingkat ke$lurahan m$e$njadi hal yang m$e$ndasar. Pe$m$e$rintah 

Dae$rah m$e$m$iliki tugas utam$a yaitu m$e$ningkatkan ke$se$jahte$raan 

m$asayarakt dan daya saing tingkat dae$rah. 

 

 

                                                             
6  Sayud Margono, 2010, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hal.28 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian te$ntang pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah antar 

warga di De$sa Bukit Jaya Km$ 27 Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, m$aka dapat 

ditarik ke$sim$pulan se$bagai be$rikut: 

1. Prose$s Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Pe$rtanahan di De$sa Bukit Jaya Km$ 27 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, Kabupate$n Kutai Kartane$gara m$e$m$iliki 

be$be$rapa langkah se$be$lum$ pe$nanganan dan pe$nye$le$saian se$ngke$ta tanah 

yakni pe$ngaduan dan pe$m$anggilan ke$dua be$lah pihak. Dalam$ prose$s 

m$e$diasi te$rbagi m$e$njadi tiga tahap se$pe$rti pra-m$e$diasi, pe$laksanaan 

m$e$diasi dan hasil akhir. Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian di Ke$lurahan Loa 

Ipuh Darat bahwa hasil akhir m$e$diasi Bapak Safrudin dan Bapak Daik 

be$rlangsung dam$ai de$ngan pe$rjanjian yang te$lah dise$pakati . 

2. Ke$ndala Yang Dihadapi Dalam$ Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Pe$rtanahan Di 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat, Kabupate$n Kutai Kartane$gara m$e$m$iliki dua 

pe$nye$bab te$rjadinya se$ngke$ta tanah yaitu faktor inte$rnal dan faktor 

e$kste$rnal. Faktor inte$rnal be$rsum$be$r dari dalam$ m$asyarakat, se$pe$rti 

ke$tidakpuasan dan ke$inginan untuk m$e$m$iliki. Faktor e$kste$rnal 

be$rsum$be$r dari luar, se$pe$rti ke$pe$ntingan e$konom$i. Dalam$ prose$s 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rtanahan te$rdapat be$be$rapa ke$ndala diantaranya 

kurang pe$m$aham$an hukum$ te$rkait ke$pe$m$ilikan dan pe$nguasaan tanah, 
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adanya pihak ke$tiga, dan SDM$ yang m$inim$ dalam$ pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta. 

B. Saran 

Be$rdasarkan pe$m$bahasan skripsi ini pe$nyusun m$e$nyarankan be$be$rapa hal : 

1. Ke$lurahan Loa Ipuh Darat m$asih be$rpe$ran aktif dalam$ m$e$m$fasilitasi 

jalannya m$e$diasi untuk m$e$m$bantu m$asyarakat m$e$nye$le$saikan se$ngke$ta 

pe$rtanahan. Lurah difungsikan se$bagai m$e$diator yang m$e$njadi pe$ne$ngah 

antara ke$dua be$lah pihak, se$hingga se$hingga dipe$rlukan pe$raturan yang 

m$e$njadi pe$dom$an bagi lurah. 

2. Adanya sosialisasi se$cara be$rkala sangat diharapkan bagi m$asyarakat di 

Ke$lurahan Loa Ipuh Darat te$rutam$a pe$rihal pe$nanganan dan 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rtanahan. Pe$rsoalan tanah se$ring m$e$njadi 

pe$rsoalan se$ngke$ta akibat ke$tidakje$lasan status ke$pe$m$ilikan, 

pe$nye$robotan tanah dan se$bagainya. Untuk itu sosialisasi diharapkan 

agar m$asyarakat m$e$nge$tahui se$cara pasti dan je$las m$e$nge$nai fungsi 

le$galitas tanah yang m$e$nyangkut te$rhadap pe$rse$ngke$taan tanah de$ngan 

adanya se$rtifikat ke$pe$m$ilikan atas tanah. 
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